PERATURAN DATRAH KABUPATEN DATRAH TINGKAT I KEBUMEN
LOIIOR 5 TAHUL 1987
TENTANG
PEMBENTUKAN SUBUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN -
PERENCANAAN PEMDANGUNAN DAERAH KABUPATZN DAERAH TING
KAT ITI KEBULMEN

-DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penye—
lenggaraan pemerintahan dan pembangunan secars —
berdaya guna dean berhasil guna khususnya yang me
nyanglut perencanaan pembangunan di Kabupaten -~
Daeral: Tingkat II Kebumen maka perlu meninjau kem
bali Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Kebumen tanggal 30 September 1981 Iiomor 188,.,3/
226 tentany Organisasi dan Tatakerja Badan Perenca
naan Pembangunan Daerzh Tingkat IT Kebumen :

b. bahwa sesuai dengan Msgtrulksi Gubernur Kepala Dae
rah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1987 No
mor 061,1/127/1987 tentang Penetapsn Perbentulkan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perenca-
naan Pembangunen Daereh Kabupaten/Kotanadya Dae—
rah Tingkat II se Jawa Tengah, maka dipandang -
perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi-
dan Tata Kerja Badan Perencanasn Penbangunan Dae
rah Kabupaten Daerah Tingkat IT Kebumen dengan -
Peraturan Daerah,

Mengingat : 1, Undang~undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Pemerintshan di Daerah ;

2+ Undang-undeng Nowor 13 Tahun 1950 tentang Pemben
tukan Daerah-daerah Kebupaten dalam lingkungan -
Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah No-

mor 32 Tahun 1950 ;-
C Kenmutusan “s2ersssencee
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3+ Keputusan Presiden Ropublik Indonesia Nomor 27 Tshun —
1980 tentang Pembentukon Baden Perencanaan Pembangunan

4, Xenutusan ifenteri Dala 1 Negeri Nomoxr 185 Tghun 1980 -~
tentang Pedonien Organisaosi dan Tat elkerja Badan Perencg
naan Pembangunan Doerch Ting skat I dan Badan Perencana~

an remnenguirar Deerah Tinglat IT

5. Instruksi Gubernur Hepels Deereh Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 10 Juli 1987 Tomor 06L,1/127/1987 tentang Pene
tapan Pembentulka y ~usunan Organisasi dan Tata Kerja -
Baden Perencanoan Pembangunen Doergh {abupaten/Kotama~
dya Daerah Tinskat II se Jawa T Tengah,

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Ralyyat Deerah Kabupaten Dae—
rah Tingkat II Kebumen

IEBINUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAZRAH KABUPATZEN DAERAH TINGKAT IT XEBUMEN
TENTANG PLMBEITUKAN SUSUNAN ORGANISAST DAN TATAKERJA
BADAN PERENCANALK PEIBANGULIAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT IT KERUILAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daersh ini yeng dineksud dengan

2. Bupati Xepala Daerch ialah Bupati Kepala Daersh -
Tingkat II Kebunen ;

Ve Pemerintah Daerah ialah Penerintah Kabupaten Das—
rah Tingkat IIL Kebumen ;

cs Daerah ialah Kabupaten Daecrah Tingkat II Kebumen ;

de. Badan Percncenaan Pembangunan Daerah islah Badan-—
Perencanaan Pembongunan Daerah Kabupaten Daerah -
Tingkat II Kebumen ;

e, Ingtansi Vertikel ialah perangkat Departenen/Non-
Departemen yang mempunyai wilayah kerja di Kabupa
ten Daerah Tingkat II Kebumen 3

f+ Dinas dan Satuan Organisasi lain dalam lingkungan
Pemerintah Daerah ialsh Dinas dan Satuan -

O"""."ll,’;f‘ul Peor0ecsnvene
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Organisasi yang nenyelenggaralan vewenang, tugas dan tang '
gung jawab Pemerintah Kabupaten Daerazh Tingkat II Kebu-
men

g+ Kecamatan-keceaiaton dean Badan-badan lain islah Kecanatan
kecamatan dan Baden-badan yang berads delem Wilayah Kabu
paten Deerch Tinglat IT Tebumen,

us)

AD IT
PILNBEITUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Duerah ini dibentuk Badan Perencanaan-
Pembangunan Daerzh,

BAB IIT
KEDUDUKANY , TUGAS POKCK DAN FUNGSI
Pasal 3

(1) Badan Perencanaan Penbangunan Daerah adalah badan staf
yang langsung berada dibawsh dan bertanggung jawab ke-
pade Bupati Kepala Daerah :

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembansunan Doerah nempuwyai tugas -
membantu Bupati Kepela Deerah delcm aenentukan kebijaksa-
Naan dibideng nercncanacn peavanzunen di Daerash serta pe-
nilaian atas pelaks anaannys,

Pesal 5

Untuk menyclenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Pe—
raturan Daersh ini , Badan Percincenaan Pembangunan Daersh-
mempunyai fungsi
&« Ienyusun Pole Dasar Penbangunan Dacrah yanhg terdiri da

ri Pola Umum Pembangunan Daerch J angka Panjang dan Pola

Uaum PELITA Deersh ;

b. llenyusun REPELITA_ Dacrah ;

-

C, mEenyusun progran-prosiram ol sevagal pelaksangan -
rencana~rencanc terscbut pada huruf a dan b pasal ini

RT3 23K I ;
o e €o6cevsevecrrnnrnesse
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yang dibiayai oleh Dacrah sendiri ataupun yangs diusulkan
kepada Pemerintoh Daeran Tinslcat I dan aten yang diusul
kon kepade Pemerintsh Pusat untuk dimasukken kedalan -

-—
.

Progran tainthon nasionel

nelalndan lkoordinasi percncanasn diantare. Dinas—dinas,—
satucn Orgenisa i ledin dglen ingkungan Pemerintah Dae—

rah, Ingtonegi-instonsi Vortikal, Kecanoton-kecanatan -—

dan Badan-baden loin g

menyusun Ieicana Anggerei Pendonatan dan Belanja Daerah
bersana~gena dengan Bagian Keua gen dengan koordinasi -
Sekretaris Wileyeh/Daerah ;

melaksanalkean koordinasi den atau nengadakan penelitian—
untuk kepentingan perencanasn pemdangunan di Daerah ;

mengikuti nersiapan dan perkenbangan pelaksancan renca-
na pembangunan di Daerah untul benyeiapurnaan perencana—
an lebih lanjut ;

nemonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah 3

melakukan kegiaten lain dalam rangka perencanasn sesuai
dengan petunjul: Bupati Kepala Daerah,

BAB IV
OCRGANTIS
Bagian Pertanx

H
=
vl
=

Hd
i:g

Satuon Organisasi
Pasal 6

Badan Perencansan Pcmbansunel Deerch terdiri dari s
ae Ketua ;

bs Sekretariat i

C. Bidang Pendatasn dan Leporan g

de Bidang Ekononi ;

e, Bideng Sogial Budaya ;

f+ Bidang Fisik dan Prasaroana.

sekretariat terdiri dari 3 Urusan dan masing-nasing -
Sidang terdiri dari 4 Sclkei ;

Sekretariat dipimpin olch scorang Sekretaris dan nasing
masing Bidang dipimpin oleh scorang Kepala Bidang, yang
berada dibawalh dan bertangging jawab kepada Ketua Badan
Percncanasen Pembangunan Deerol.

Bazian Kedua erBs s tere seeIVORL S
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Bagian Kedua
Sekrotarict
\—.nD LA:L 7

bekretarict mempunyoi tuzas reberikan pelayanan tek-

nis dan A_C..r_-i“'l.“'u._,'ul: iicpada solurill satuen organisasi da

len linglungan Saden Peroicsnacs: Porb aiyzunan. Daerah,

Untuk menyelcngraralian tugae sorsebut pada P sal 7 Pe
raturan Daerch ini Selkretariat mempunyai fungdi
de Deldyusun rencehe kegiatan tchunan Badan Perncansan Pem
bangunsn Dzerah r-
b, melakukan urusen leuangan
¢, melakukan urusan unum . '

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari :
as Urusan Penyusunan Reneana Kegiatan &
b. Urusen Keuangan ;
¢+ Urusan Umum,

(2) Mesing-nasing Urusan sebagaimens dimalesud ayat (1) Pa~
sal ini dipimpin olch seorang Ke-oala yang berada diba-~
wall dan bertvanggsung jewab Irepade Sckretaris,

Pasal 10

(1) Urusen Pengrustien Renceana Kegiotun men punyai tugas nem
persiapkan nenyusunan rcicana, egilatan tahuna.n nengi-
kuti pelalsanaan dean melalukeon oveluasi atos pelul sana
annya,

(2) Urusan Keveigan nempunyai tugaes melakukan urusan keua~
ngan

(3) Urusan Umun mempunyai tugas melalkukan urusan surat me~
Il,yurat, Urusan Aepegawala.n, Urusan Rumaeh Tangga dan —
Urusan perionzlkapan.

Bagian Ketiga
Bideng Pendataan dan Laporsn
Pasal 11

- Didang toeceessavencs
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Bideng Pendatsan dan Loporan mempunyei tugas nenghime
pun, nelokulkan onslisa don peneliticm, nenyusun laporan -
pelaksanaan pembcnrfmm,;:f. di Dacreh , serta melakulran penyu-—
sunan stotistils dan dolvientasi,

Pomol 12

Untulk .?.»1041:"\:1'_';11;;;5(:",:'::;“-::;u.'. Thgno Sesshbut peda Pasal 11 -~
Peraturan Dacrch ini, Bidong Teadrtasn dan laporan mempu—
nyai fungsi
a. mengumpulikean dan nmelyusivl datn hosil peleaksanaan pro -
gran/proyck pembansunan

b. melalkuken analisa dan-»enileian mengcnai polalisanaan -
pembangunan

¢. menyusun laporan hesil pelaksanoan pembangunan di Dae-

rah dan leporch Bupati Kepala Dacreh s
d« melakulcan penyusunon statistik dan dokunentesi mengenai

hagil pelaksenaan pembansunan di Dacrah,

Popal 13

(1) Bidang Pendataan don Loporan terdiri dari :
Qe 1 Pengumpul e Data
b, Seksi Analisa den Ponilaion
¢, Seksi Pelaoporan

2
(@)
N
w
|—’

u3

j
de eksi Statistik deair Dokumecntogi.

(2) Sekei-sekei sebersaimena dinciend ayet (1) Pasal ini ma
sing-mesing dipiimin olch seorang Lepnala yong berada -
di bawah den bertanssuy jowab Lepada Kepala Bidang -
Pendetaain den Laporan,

Pagel 14

(1) Seksi Pengwmulan Data nempunyeol tugas mengumpulkan dan
@enpersiapken data wmengenai peleksancan progrom pemba—
ngunan

(2) Scksi Analise d * Penilaian mempunyei tugas nempersiap
Iren bahml-bahan dan dota laporan pelalksanaan pembangu--
non dolam rangkes analiso dan penilaion $

(3) Sekei Pelaoporon menpunyoi tugas menyusun laporan hasil

pelaixsancal pembanguncn dan mempcrsiaplan laporan -
Bupati lepala Daeira .

- (4) wCkeold *rvevsassseern s



(4) Scksi Statistik den Dolkumentasi Bempunyal tugas menyu-
sun gvatistilk den melolwlkan dokunentosi menganai hasil

hagil pelalimanaan powmbenymion,

Soglan Keenpat
sidans Elkonoid
Posal 15

1.

Bidang Ekonord nemounyai tucas mclalivkan dan mengkoor-
dinasikan kegiaton perenconaon pembaigunan pertanian, in-
dustri, pertombangan dan chergi, perdogangan dan nOpGI‘a.S_]_.
serta pengembangan dunia usom.a,.

Pasal 16

Untuk menyclenggarakan tugas terscbut pada Pasal 15 Pe
roturan Daerah 1_111 Bidaong Ekononi mempunyai fungsi :
a. elakultan Leglu on perehcanaan pembangunanr pertanian y
industri pertanvansan dan energl, perdagangan dan ko-
perasi serta pengembongan dunia usaha

b. mengkoordinasilkon dan memadultan rencana, penbangunan per
tonien, industri, pertombangan doa energi, perdagangan
dan koperasi sertn pengeombangan dunia usaha yang disu-
sun olch Dineg-dines Dacrah, Satuci: Organisasi lain da
lom lingkungan Peincerintah Daerah, Iustansi-ingtansi -
Vertikal , Xeeccmoson-kecomatan den Bodan-baden hain

¢, melalkvkan inventorisasi permasclchean dibidang ckonomi-—
serta meruntisken longkoh-langkeh kebijalrsenaan pemecah
annya, H

d, melakukan dan atau nenzkoordinasikan penyusunen program
tahunan dibidang elronomi. Jang meliputi pOI‘taIlla..l indus
tr:., pertambanzan dan on.erf*l perdagangan dan konoras:.-—
serta pengenbangan dunis, usaua. dalam rangka melaksanakan
REPELITA Daeral atau proyek-proyek yang diusullkan kepa-
da Pemerinteh Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah un
tuk dimasukkan kedalanm progrem Daerah Tingkat I dan atau

yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan
kedalan program tahunan nasional

Pasal 17

(1) Bideng ZEkonomi terdiri dc ari

- T
(S SN ad au.cobu.oco."..l.'
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Seksi Pertenian
Seksi Indu
Perdagangan

Qe
stri?
Sckei

Seksi

vekei-gseksl sebagoinena dimekoud ayat (1) Pasal :Ln:L

Sl”l""—-v
d.l )Jr.vn’c ,h. du,..'
nomi ,

FIp - P o oni ki
nert IS SuUllg jewan

Seksl Pertanian mc
nyusunen rencona dan prograoxn

mpunyai L{;

neging dipinpin oleh geor

Pertanbangen dan Energi
dan Koper
Peagonmbangzn Dunia Usaha.,

esi

ong Kepala yang oerad_a_,
Lepada Kepala Bidang Eko

o3 zeapersiapkan bahan pe

pembanzunan pertanian tg-

nonan pengan, petornakml, joleki *.Uca.aan, perkebunan dan ke

hutanan

(2) Seksi Industri , Pertanbangan den Energi mempunyai tugas
Ul pényusunan rencana dan programn pem

mempersiapkan baha
bangunon industri scrta Pertambongan dan Enewei 3

(3) Seksi Perdagangan desn Koperasi mo: apunyal tugas memper—
clepken bahan penyusunan rencana dan program pembongu-

nan perdagangen dan perkoprasia s

(4) Sekei Pengenbangan Dunia Usaha mempunyai tugas memper-
siapkan behan perprusunan rencang dan brogram pembangun
an dunie vsaho, pembinaan golongah

dexr penaioman modal,

nan unsuk perngonbong

2kono:xni lemch

.JL,Qluhrl l&OlL-LJ
Bideng Zosial Budaya
Pasal 19

Bidang Sosial Budeya mempunyai tusas melskukan dan nengs
koordinasiken kegiatan perencanaan perbongunan dibidang -
pendidikan, mental spiritual s pcmerlnta.hcm, kese jahteraan

rekyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan,
Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas terscbut pada Pasal 19 Pe
raturan Daerah ini, Bidang Sosial Budaya nempunyeai fungsi :

as nelakulkan kegiatni perencanaan penbangunan pondld.:x.kan-
mental spiritual, por nerintahen,

kesejahteraan rakyat
penerangan dan 1"ommll i

si su*"n kependudukan ;

D yncngloordinasilkar

eesrs e s
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d.

(1)

(2)

(1)

(2)

=~ B3 =

menglkoordinasiken dan memadukel rencana, pembangunan di-
bidang pendidikan, mental sperdi tual, pemerintehan, kese
Jjehteraan rakyat s benerangan den Ix04m11{as1 serta ke -
pendudukan- yons; disusun oleh Dinas—dinas Daerah Jatuan
Organisasi loin delaa lingkungan Pemerintah Daerah Ins
tansi-ingtansi verts ‘_e.l ecanttan-kecaratan dan badﬂn—-
padan lain

nelalkukan inventorisasi permacalohan di bidang sosial -
budaya scrta mermuskan Longkeh-langlah Iobijalksanagan -
pemecahannya,

melekulkan dan atau menglkoordinasilkan benyusunan program
tahunan dibidens Sosial Budcoya yang meliputi pendidikan
mental snlrl'cu.l penerintzhon n, kesejahteraan ralryat, -
penerangan dan ‘:ouunllcam serta kependudukan dalam rang
ka pelalksanaan REPELITA Dacrali ataw proyek-proyek yang—
di usulkan kepada Pemcrintah Propinsi Daeroh Tingkat I.-
Jawa Tengah untw:c dimaswidian kedalam program Daersh -
Tingkat I dan atau yang diuvsull-on kepada Pemerintah Pu-
sat untuk dinasuldian kedalem program tahunan hasionel,

Pogsal 21

Bidang Soeicl Budaya terdiri daozi
e Seksl Pendidilk an, liental Spiritual dan Pemerintahan s
be Sekoi KOoO"""l’bOl‘a Rakyat

¢, Sekei Fenerangan dan Komunilasi 3
de Seksi Kewnen daaL

seksi-seksi sebeseinana dineksud ayat (1) Pascal ini, ng
sing-masing dipimpin oleh secorang Kepala yang berada =
dibaweh dan bertangsung jawab lepada Kepala Bidonzg So -

sial Budaya.,
Paosal 22

Sekgl Pendidikan Liental Spiritual dan Pemerintahan mem
punyai tugas memn JOI‘ulL:)lx.a.n bahan penyusunan rencana dan
progrem pembangunan pendidiken generasi nuda, kebudayaan
egama, hulun dan pemerintaha -

Seksi Kesejehteroan Ralyatb nenpunyai tugas nempergiapkan.
behan penyusunan renceng dan brogran pembanzunan. keseha-
tan sosial, perunalicn rcigra 6, peranan wanita dan keluaxr
ga bercncana ;

o T T o P
(J} 1l 5 e 8 90905860 e0vernoceny



(3) Sekei Ponerangan den Xomnunikasi mempunyai tugas memper

9

siapken bchan penyusinsil rencang den program pembangu-—

nan POHO'?"E.Z‘J{‘”CLL s Pere don loomunikasi sosial

(4) Sckei 7o ﬂo1uud::1m Sorpuyredl tuges nenmpersiapkan bahan
9

peaytsunca reacaqite, Gt prograil perlbonginan ketenagaan-—
trensnisresi dan keperndudulan,

B e e T
LS8ELEN Loenin

T A etoime TN el T v TIEA e
LLASE Flory don Prosorana

Paool 23

Bidang Fisik dan Progarans, nempunyai tugas melakukan =
dan mengloordinasikan esiaten percncanasil pembangunan -
pengairan, perhubungen den pariwisata, tata ruang dan ta~-

ta gune tansh serta swaber alam dan lingkungan hidup.
Pasal 24

Untul menyelengsarclion tuzas tersebut pada Pasal 23 -
Peraturon Doerah ini, Bidang Fisik dan Prasarana mempuny ai
fungesi :
as nelakvken kegiatan percinconican pembonsunain pengairan —

perhubungan dcin -)-.rlx,rfta, tata rueng dan tata guna -

tenah, serta suaber alrm dan linglungen hidup g
b, mengkoordinasikan don mencdwiran rencana pembangunan pe

ngeiran, perhubungen dan pariwisata ; tota ruang dan ta
ta guna taneh serta swurber alam den lingkungon hidup -

eng disusun oleh Dincs—dinas Deoer ah, Jatuocn Organisasi
1:7_111 dalzn lingkungon Pererinbtah Doc ah, Instansi-ing-
tonei Vertiksl , Kecamatan-kecanoten dean '-’adan-badan -

lain

we

Ce, melalulcan inventerisasi permasalchan dibidang fisik dan
prasorana serto merwiusizan l‘.aglw,h—langlfan kbiljaksanaan
perniecahannya ;

de melaltukan dan atou menglroordinasikan penyusunan program
tehunan dibideng fisilt den prasarana yang neliputi -
pengaircn, perhubungon don periwis sate, tata ruang dan-
tata guno tanah serto swiber alan dan linglolungan hidup
dalom rongke pelaksancan REPELITA Deex ahh atau proyek -
proyelk yonz diusullken lro*nada Pemerintah Propinsi Dae -
reh Tingkat I Jawa Tengah wtwt dinasukan Zadelam pro-
grom Deerch Tinglet I dan atan diusullen kepﬁda Peme -
rintoh Pusat wntuk dimcsvlkan Iredalari tohunan nasional,

Pac~71 5
Loewdad (D TV e e vrEBaTeY o n



(1) Bidang Pisik don Prescrens toerdiri dari :
+ Seksli Pengairan ;

)

Selesi Perhubungon dan Poarivisate

o o
*

( e -~ - pus £ - r: -
« oclksl Tote Ruang don Tata Guno Tenah

de Seksi Sumber Alam don Lingkunsen Hidup.

(2) Sckszi-geksi sebogaimens dinclieud ayat (1) Pasal ini, «
nosing-nesing dipimpin olch scorcng Kepala yang berada
dibaweh dan bertangsung jawab Lepoda Kepela Bidang Fi-
sik don Prasarona.,

Pagal 26

(1) Scksi Pengairon nempuiyel tugos mnempersiepkan bashan pe.
nyusunon rencona dan progreia pembangunan pengairan.

(2) Seksi Perhubungen den Pariwisate mempunyei tugas mem -
persiapkan bahan penyusunan rcnocana dan program perba-
mmmmpmmmmajﬂmhpummmgm1wmm,hmmIMm@,
pos dan telelkomunikasi serta pariwisats ;

(3) Seksi Tate Ruang dan Tata Guna Tanaoh mempunyai tugas -
nempersiaopken bohall penyusunch rencanes dan program pe-
tata michng dan tate guna tanah

1.
nocoturan

(4) Scksi Sumber Alam flan Lingkungen Hidup mempunyei tuges
nempersiapkon behan pehnyusunen rencana dan program pe-—
manfactan sumber olan den peicliharaasn lingkungan -

hidup yong sorasi,

3

BAB TV
TATA XERJA
Pasal 27

Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Deerah dalan melalk
nakan tugasnya berdasarkan kebijeksanaan yang ditetapken—
oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 28

& b

kretaris, rara HXepala Bidang, para Kepala Urusan dan para
Kepala Seksi wajib menerapkan pringip koordinasi

BAPPEDA dalam melaksaiakan twzasnya Ketua BAPPEDA, Se—

, integra
sl, dan sinkronisasi secara vertiksl dan horisontal baik-
dalam lingkungan Pemerintah Daerah naupun dengan Ingtansi

—

lain sesuai dengan tugas polok maging—masing
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Pasal 29

(1) Setiap pimpinan Satuan Orgenisasi dalam lingkur.
Perencanaan Pembangunan Dzersh bertengsung jawa. memim
pin dan nengkoordinasikan baweshennya masing-masing dan
memberikan bizbincen serta nettnjuk-petunjuk bagi pe -

laksanaan tugaes hawahannsa
D o/ ?

(2) Setiap pimpinan sctuan organisasi wajib mematuhi petun
Juk dan bertenggung jawab kopade atasan masing-masing-
dan menyai.paiken loporan berkcle, pada wektunya ;

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan orga
nisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan se~
bagal bahan penyusunen lebih lanjut dan untuk memberi-
kan petunjuk-petunjuk kepada bowahan,

Pasal 30

(1) Dalam mempersiapken rencana program dan penganggaran. —
pemhangunan di Dacrah, BAPPEDA wajib nelaksanakan dan
memelihara hubungan kerja secara konsultatif dengan Ing
tansi-instangi di Propinei Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dan hubungan kerja sccara koordinatif dengan Instansi -~
instansi di Daerah ;

(2) BAPPEDA bersaic-sama Inctonci Vertikal di Daerah wajib-
nemelihara dan nengembanglkan rencana pembangunan di Dage
rah secara terpadu,

Pasal 31

Dalam melalksanekan kegiatan perecncanaan di Daersh LLFEEDA
wajib mengusehakan keterpaduan antara rencana Nagional -~

den Daerah scrta rencana antar Daerah,
Pasal 32

(1) Hubungan kerja sama BAPPEDA dengan BAPPENAS bersifat -
lrconsultatif fungsional melalui BAPPEDA Propinsi Daerah-
Tingkat I Jawa Tengah ;

(2) Hubungan kerjasams BAPPEDA dengan RAPPEDA Propinsi Dae-—
reh Tingkat I Jawa Tengah bersifat konsultatif fungsi -
onal,

Pasal 33

. (l) Dalam Sesservesocion
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(1) Dalam rangke penyusunen Rancangan Anggaran Anggaran Pen
dapaten dan Belanja Deerch, BAPPEDA menyusun dan meng-
koordineasiken rencana Anggaran Program Pembangunan Dag
reh serta mempersiapken tenteng plafond Anggaran me -

sing-maging progran ;

(2) Penyusun Rancangan Anggoaran Pcndspabtaon den Belanja Dae
rah tahun yang bercanskutan secera keseluruhan dikoor-
dinasikan dengzan Sckretaris Wilcyah/Daerah.

Posal 34

Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA adalah sebagaimaina tér
cantum dalam Lempiran yang merupekan bagian tidak terpi -
sahkan dari Peraturan Daerah ini,

BAB VI
KEPDGAWAINDN
Pasal 35

(1) Xetua BAPPEDA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur

Kepala Decrah Tinsket I atas usul Bupati Kepala Daerah ;

(2) Sekretaris dan Para Kenele Bidang pada BAPPEDA diangkat
dan diberhentilian oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat-
I atas ugul Dupati Kepala Daerah

(3) Pengangkatan pejabat-pejabet/pogawai lainnya dilingku~
ngan BAPPEDA diangkat dan dibcrhentikan oleh Bupati Ke
pala Daercl,.

Jenjang jobaton don kepanglkatan serta susunan kepega -
waian diatur kenwdien sesuci dcngen Peraturan Perundang —
undangan yoang berlaku,

BAB VII
KITENTUAN LATH-LAIN
Pasel 37

(1) Segala biaya yong diperlukon untuk pelaksanaan tugas —
BAPPEDA dibebunkan pada Anggoran Daerah

’
(2) Dengan tidak mengurangi kctentuan tersebut pada ayat -
(1) Pasal ini, kepada BATPEDA dapat diberikan bantuan
sesuali Peraturan Perundeis;-undangail yang berlaku g

Sl 9

(3) EA-PPEDA 8008 s PSR CSEOEVNPEILVYTRIESGESE
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(3) BAPPEDA yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan -
Daerah ini dinyatclzan dibentuk berdasarkan Peraturan -
Decrch ini,

Posal 36

flal~hzl yanz belun diatur dalszm Peraturan Daerah ini -
alzan diotur keiwudian olch Bupati Kenala Daereh sepanjang

nengenal peleksanaannya,

(1) Peraturan Daerzh ini disebut Peroturan Deersh tentang
Pembentukan Budun Perencanaan Penbansunan Daerah Kabu
paten Daerah Tingkat II Keburen ;

(2) Peraturan Daersh ini mulai berlcoku peda tanggal diun—
dongkan,

Agar setiap orong dapat mengetahuinya, memerinthhlcan—
penzundangen Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
delan Lembaran Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat IT -
Kebumen,

Kebunen, 5 Desember 1987,
DEWAN PERWAXILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DATRAH TINGKAT II
KABUPATEN DABRAH TINGKAT IT ITE3UMEN KZBULEN
KETUA
ttde. ttd.
SARIDIJAN HADISUIIARTO, HeisCy TOHIR,

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
dengan Surat Keputusean tanggal 16 Pebruari 1988 Nomor 188.3/
42/1988,

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
IT Xebumen Nomor 1 Tahun 1988 Seri D pada tanggal 21 lMaret
1988,

SEKRETARIS WILAYAH/DATRAH

ttde
Drs, SOLLLRNO

I'I%. 500031924,
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PENJELASAN
. ATAS
PLRATURAN DAERAH KABUPALZH DAERAH TINGEKAT II KEBUMEN
NOL'OR 5 TAHUK 1987
THNTANG
PEZBJMTUXAM, SUSUNAN ORCANTZASI DAN T/TA KBRJA BADAN
PHRSHCANAAN PIIB iU A DAEDAE KABUPATTN DAERAH TING

Kit IT KS3UTioh

|
t

PENJITASAN U

Berdascrkand Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor—
27 Tahun 1980 tentang Pembentulten Baden Pcrencanaan Pembangu
han Deerch juncto Keputuson Henteri Dalem Negeri Nomor 185 -
Tahun 1980 tentang Pedoman 3usunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunon Daerch Tinglat I dan Tingkaet — .
IT den Instruksi Gubernur Kepale Doerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggel S Agustus 1981, Iomor 061,/32/1981 tentang Pembentuken
den Penentuasn Tipe BAPPEDA Tingkat II di Propinsi Daersh Ting
kat I Jawa 'l‘engah, Serta Surat Keputusan lenteri Dalam Negeri
Nomor 226/BALGDA/I/81 tomysol 21 Juli 1981 , makaberdasarkan—
Surat Feputusan Bupati Kepala Daerah Tingket II Kebumen tang
gal 30 Septomber 1981 ITomor 188,4/226 Tahun 1981 telah diben
tuk Badan Perencancan Pembanzunan Daerch Habupaten Daersh -
Tingkat II Kebumen,

Untuk lebih meningltatlzen kelancearen penyelenggaraan pe~
merintahon dan pembanguncll socars, berdayo,v'g;una don berhasil-
guna khususnya yang inenyansiut bidang vwerencanaan pembangunan
di Daerah Xebupaten Daeroh Tinskat IT Kobumen dan untul nelak
sanakan Ingtrultsi Gubernur Hepola Doerah Tinskat I Jawa Tengah
Womor 061/1/127/1987 tonssal 10 Juli 1987 tentang Penetapan -
Pembentulcan Susunan Orgenisosi dan Tata Xerja Badan Perencana
an Pembongunon Daersh Kobuvaten/Kotaiadys Deerch Tingkat II —
se Jaws Tengah dengan Perabturan Daerch maclia perlu meninjau =
dan menetapkan kembali Pembentukan Susunen Organisasi dan Ta-
ta Kerjo Badan Perencanann Peubangunan Daerah Kabupaten Dae -
roh Tingkat IT Kebumen dengan Percturon Daerah.

FENJELASAN PASAT DEMI PASAL

Pasal 1 s/da 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 sub a s/d a4 ¢ Cukup jelas,
Pasal 5 sub e ¢ Dalen fungsinya menyusun Rencang —

Anggaran Pendcopatan dan Belanja -

Daerah Cececssovsenncas
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Daerah, moka BAPPEDA mempersiapkan se—
gala sesuatunys yong berkaitan dengan
penyusunan RAPBD " Penbangunan " sejak
deri penyusunen perkiraan pendapatan -
sciped dengan clokesi anggarannya.
Pasal 5 sub £ s/d h  : Cukup jclas.

sal 5 i Dengoit fungsi ind diherapkan BAPPEDA -
dapet ilut serte mombina para perenca~

163]
<
o’
)

ne i Xabupaten Deerah Tingket IT Kebu
nen delan rangke peningkatan profesi -
nNya, guna nenunjans Pembongunan Daerah,
Cultup jelas.

Tugos bidang Pendetosn dan Laporan ada
lah mengadelen kegiaton pengumpulan -
data, monitoring , analisa dan penilai-
an atas hasil peleksenaan pembangunan-~

Pasal 6 8/d4 10
Pasal 11

di Deersh dalam renska mencari umpan -
balik bagi penycmpurnaoan perencanaan -
penbangunan di Daerah,

Cultun jelase

Bakad Pengumpulaon Data ini dimaksudkan
untulk dapat mengadelkon pengumpulan da-

.

G, den nempersicplien data sebagai badan

Pasal 1
Pasal 14

n

s/d 13

penyusun perencanach program pembangu-—
non di Doerahe
Pasal 15 ¢ Tugos Bidang Ekononi adclah mencermine
Iken keadaan ycig senyatanya , khususnya
didelam nempersispkan nelaksanasn fung
sl BIPPEDA tersebut Pasal 5 huruf e Pe
aturan Doerah ini,

Pasal 16 s/d 39 Culrup jelas.
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